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[bookmark: _Toc239848467]A.  	Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan terhadap hak milik sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Hak milik, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak, merupakan kepentingan hukum yang wajib dilindungi oleh negara melalui hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat.[footnoteRef:1] [1:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 121.] 

Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi adalah pencurian. Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini menjadi lebih serius apabila dilakukan dengan cara membongkar rumah kosong, karena pelaku tidak hanya mengambil barang milik korban, tetapi juga memasuki ruang privat seseorang dengan cara yang tidak sah.[footnoteRef:2] [2:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 71.] 

Dalam hukum pidana, pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar rumah dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatan tersebut muncul karena pelaku menggunakan cara tertentu, seperti merusak, membongkar, memanjat, atau memakai alat untuk masuk ke tempat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, cara pelaku masuk ke rumah korban menjadi bagian penting dalam menentukan penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidananya.[footnoteRef:3] [3:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 19.] 

Permasalahan tersebut terlihat dalam perkara yang ditangani oleh Polsek Indrapura. Berdasarkan dokumen yang dilampirkan, tersangka bernama Muhammad Riduwan alias Iwan diduga melakukan tindak pidana pencurian terhadap satu unit  merek ASUS di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Dusun VI Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 8 Desember 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. [footnoteRef:4] [4:  Surat Ketetapan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Berdasarkan keterangan dalam BAP, tersangka awalnya berjalan kaki mengelilingi kampung dan melihat rumah korban dalam keadaan kosong. Setelah memastikan situasi sekitar aman, tersangka menuju pintu belakang rumah. Karena pintu dalam keadaan terkunci, tersangka menggunakan linggis yang sebelumnya dibawanya untuk mencongkel bagian pintu hingga terbuka. Setelah berhasil masuk, tersangka mengambil satu unit  merek ASUS yang berada di bawah meja belajar, kemudian menyembunyikannya di balik baju dan keluar melalui pintu belakang.[footnoteRef:5] [5:  Ibid] 

Dalam keterangannya, tersangka menjelaskan bahwa setelah memastikan keadaan rumah aman dan kosong, ia menuju pintu belakang rumah. Karena pintu belakang dalam keadaan terkunci, tersangka menggunakan satu unit linggis yang sebelumnya ia selipkan di belakang pinggangnya. Linggis tersebut digunakan untuk mencongkel bagian engsel atau grendel pintu hingga pintu terbuka, kemudian tersangka masuk ke dalam rumah.[footnoteRef:6] [6:  Ibid] 

Setelah berhasil masuk, tersangka melihat satu unit  merek ASUS yang terletak atau disimpan di bawah meja belajar.  tersebut kemudian diambil dan disembunyikan di bagian badan tersangka dengan ditutupi baju. Setelah itu, tersangka keluar dari rumah melalui pintu belakang dengan membawa  dan alat linggis yang digunakannya untuk membongkar pintu rumah tersebut.[footnoteRef:7] [7:  Ibid] 

Keterangan dalam BAP juga menunjukkan adanya rangkaian tindakan setelah pencurian dilakukan. Tersangka membawa  tersebut ke sebuah ladang, menyembunyikannya di gubuk dekat ladang, lalu membuang linggis ke sungai. Selanjutnya, tersangka bertemu dengan seseorang bernama Bayu dan menyampaikan keinginannya untuk menjual  tersebut. Keesokan harinya,  tersebut dijual dengan harga sekitar Rp400.000.[footnoteRef:8] [8:  Ibid] 

Permasalahan hukum dalam perkara ini tidak hanya terletak pada pengambilan , tetapi juga pada cara pelaku memasuki rumah dengan membongkar pintu menggunakan linggis. Fakta tersebut menunjukkan adanya unsur persiapan, kesengajaan, dan perbuatan aktif yang dilakukan untuk memperoleh barang milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian, pembuktian terhadap cara membongkar rumah menjadi penting untuk menentukan apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan.[footnoteRef:9] [9:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 38.] 

Selain itu, dalam BAP tersangka juga menerangkan bahwa hasil penjualan  digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, bermain judi online, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterangan ini memperlihatkan adanya motif ekonomi dan penggunaan hasil kejahatan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun motif bukan unsur utama dalam pencurian, motif dapat membantu menjelaskan latar belakang perbuatan dan tingkat kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana.[footnoteRef:10] [10:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab.[footnoteRef:11] Dalam perkara ini, pengakuan tersangka, kronologi perbuatan, alat yang digunakan, barang yang diambil, serta tindakan setelah pencurian menjadi bagian penting untuk menilai adanya kesengajaan dan hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerugian korban. [11:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.] 

Penelitian mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya telah banyak dilakukan, khususnya yang membahas penerapan Pasal 363 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kajian normatif terhadap putusan pengadilan,[footnoteRef:12] sedangkan penelitian yang mengkaji penerapan hukum pidana berdasarkan fakta empiris dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian masih relatif terbatas.[footnoteRef:13] Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara membongkar rumah kosong berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polsek Indrapura. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis ketentuan Pasal 363 KUHP, tetapi juga mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana, modus pelaku, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta empiris dalam praktik penyidikan. [12:  Muhammad Rustamaji, “Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 8, No. 2 (2019): 118.]  [13:  Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3, No. 1 (2020): 52.] 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi di Polsek Indrapura)”.
[bookmark: _Toc239848468]B. 	Rumusan Masalah
 	Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong menurut hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong dalam perkara di Polsek Indrapura?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong ditinjau dari hukum pidana?
[bookmark: _Toc239848469]C. 	Tujuan Penelitian
   	Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong menurut hukum pidana
2. Mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong dalam perkara di Polsek Indrapura.
3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong ditinjau dari hukum pidana.
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Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan cara membongkar rumah, serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian berdasarkan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perkara pencurian  yang dilakukan dengan cara memasuki rumah kosong secara tidak sah. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polsek Indrapura, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan cara membongkar rumah kosong. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyidik, penuntut umum, dan pihak terkait lainnya dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana, membangun konstruksi pembuktian, menilai penggunaan alat untuk membongkar rumah, serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, cermat, dan akuntabel dalam penanganan perkara pencurian dengan cara membongkar rumah kosong di wilayah hukum Polsek Indrapura. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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